
1  

 

 

SKRIPSI 

 

 

 
FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN 

BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BIMA 

TAHUN 2023 

 

 

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Malang Sebagai Persyaratan 

Untuk Mendapatkan Gelar Serjana (S1) 

Ilmu Pemerintahan 
 

 
 

 

 
Disusun Oleh: 

AIDIN 

202010050311104 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2024 



ii  

 

 

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN 
 



iii  

 

 

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN 
 



iv  

 

 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 
 



v  

 

 

HALAMAN CEK PLAGIASI 
 



vi  

 

 

 

 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala rahmat puji syukur hanya kepada Tuhan 

Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah 

diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fungsi 

Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Bidang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2023” dapat terselesaikan pada waktu 

yang telah direncanakan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk 

memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan, pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam 

penyusunannya, penulis banyak menemukan berbagai kendala dan kesulitan, namun 

berkat niat, usaha, dan doa serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan 

dorongan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini akan jauh lebih sulit dari 

yang dijalankan. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam – 

dalamnya kepada yang terhormat : 

 

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Bapak Prof. Dr. Muslimin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Universitas Nuhammadiyah Malang. 

4. Bapak Yana Syafriyana Hijri, S.IP., M.IP selaku dosen pembimbing yang 

selalu memberikan arahan dan membagi ilmu serta masukan dalam proses 

penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah 

Malang yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah. 

6. Pihak anggota DPRD Kabupaten Bima khususnya kepada seluruh anggota 

DPRD Komisi IV Kabupaten Bima karena telah memberikan arahan, bantuan, 

motivasi serta telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan 

penelitian di lingkungan istansi. 

7. Teristimewa kepada kedua Orang tua dan semua Saudara kandung yang sudah 

selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, semangat serta dukungan yang 

sangat luar biasa dari segi moril maupun material bagi penulis. 

8. Untuk diriku yang sudah berusaha keras, Terima kasih untuk segalanya. 

KATA PENGANTAR 



vii  

 

 

9. Kepada keluarga besar yang senantiasa mendo’akan dan memberikan 

semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

10. Kepada sahabat dan teman masa kecil, terima kasih untuk segala dukungan, 

doa, dan semangat yang diberikan walau berada di Kota yang berbeda. 

11. Teman-teman sepermainan selama di malang,terima kasih atas kesenangan, 

waktu, canda tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi 

penulis. 

12. Teman – teman Ilmu Pemerintahan C angkatan 2020 yang telah menemani 

masa – masa perkuliahan selama di Malang dan terima kasih atas dukungannya 

selama penulis melakukan pengerjaan skripsi ini. 

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan 

tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi selama proses penyusunan sehingga 

dapat terselesaikannya skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu 

segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini 

serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. 

 

 

 

 

 
Malang 16 Juli 2024 

 

 

 
Aidin 



viii  

 

 

 
 

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dimana 

pemerintah di daerah merupakan bagian yang telah memiliki tujuan akhir. 

DPRD sebagai penyambung aspirasi rakyat, harus mampu memberikan 

regulagi yang pro rakyat. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis 

terkait keberadaan DPRD Kabupaten Bima dalam mengawasi bidang 

Pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945. Fungsi pengawasan ini untuk 

mengetahui tujuan dari mutu Pendidikan tersebut. Karena pengawasan DPRD 

mencakup: memantau, membuat laporan, dan melaksanak tugas fungsi 

pengawasan dalam meningkatka mutu Pendidikan, dengan melaksanakan 

sesuai aturan yang ada. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan 

teknik analisis objek penelitian dengan menggunakan kajian maupun teori 

tertentu yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 1) Fungsi DPRD Komisi IV 

Dalam Melaksanakan Pengawasan Tehadap APBD Di Bidang Pendidikan 

Kabupaten Bima pengawasan dilakukan untuk meningkatkan mutu Pendidikan 

di Kabupaten Bima dapat berimplikasi kepada kebijakan penganggaran, 

kebijakan peraturan, maupun kebijakan lain yang dapat berdampak terhadap 

kebijakan Kepala Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait, dalam 

hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bima. 2) Permasalahan yang 

dihadapai oleh DPRD Komisi IV dalam memaksimalkan fungsi pengawasan 

APBD Di Bidang Pendidikan bahwa DPRD kabupaten Bima menggunakan 

cara yang normative tanpa adanya upaya lebih lanjut dalam menyiapkan metode 

yang cukup untuk melakukan kontrol secara efektif. 

 

 

Kata Kunci : Fungsi, Pengawasan, DPRD Terhadap APBD 
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The Republic of Indonesia is an independent and sovereign nation, where local 

governments are integral parts with their own ultimate goals. The Regional 

House of Representatives (DPRD), as the voice of the people's aspirations, must 

be able to provide regulations that are pro-people. In this research, the author 

will analyze the role of the DPRD of Bima Regency in overseeing the education 

sector in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. This 

supervisory function aims to determine the objectives of education quality. The 

oversight by the DPRD includes monitoring, reporting, and executing the 

supervisory function to enhance the quality of education by adhering to the 

existing regulations. 

The research method used in this study is a qualitative descriptive method, 

which involves analyzing the research object using specific studies or theories 

and then presenting the findings in a descriptive form. 

The conclusions of this research are as follows: 1) The role of Commission IV 

of the DPRD in overseeing the Regional Revenue and Expenditure Budget 

(APBD) in the education sector of Bima Regency is to improve the quality of 

education in the region. This oversight can influence budgeting policies, 

regulatory policies, and other policies that may impact the policies of the 

Regional Head through the relevant Regional Government Organizations, in 

this case, the Bima Regency Education Office. 2) The issues faced by 

Commission IV of the DPRD in maximizing the oversight function of the 

APBD in the education sector include the fact that the DPRD of Bima Regency 

uses normative methods without further efforts to prepare sufficient methods 

for effective control. 

 

 
Keywords: Function, Supervision, DPRD on APBD 
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